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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya setiap tindak pidana yang telah ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan akan dilakukan penegakan hukum bagi orang 

yang melakukan tindak pidana tersebut. Pemidanaan atau penjatuhan sanksi 

pidana yang digunakan sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian 

perkara tindak pidana sampai saat ini masih dipertahankan. Perkembangan 

Hukum Pidana yang disertai dengan perkembangan hak asasi manusia 

mempengaruhi pandangan dan pemikiran ahli pidana. Akan tetapi pemikiran-

pemikiran pembaharuan Hukum Pidana tersebut masih sulit untuk diterapkan 

dalam sistem Hukum Pidana Indonesia khususnya berkaitan dengan sistem 

peradilannya. 

Hukum Pidana dalam perkembangannya selalu menimbulkan perdebatan 

diantara para ahli Hukum Pidana, khususnya tujuan pemidanaan dan sanksi 

pidana. Perdebatan tersebut tidak terlepas dari globalisasi yang membawa 

dampak luar biasa dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia 

khususnya pandangan masyarakat mengenai hukum pidana. Bila dilihat dari 

perkembangan manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia 

akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi 

meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada 
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pengalamannya di masa lampau.
1
Perkembangan masyarakat tersebut haruslah 

dibatasi dengan instrumen Hukum Pidana untuk mencegah terjadinya 

kekacauan dalam masyarakat dengan adanya ancaman sanksi pidana atau 

pemidanaan. 

Pembahasan yang menarik dalam permasalahan hukum pidana adalah 

sanksi pidana dan tujuan pemidanaan. Sanksi pidana dan tujuan pemidanaan 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain dikarenakan salah satu pendekatan 

tujuan pemidanaan adalah melalui penjatuhan sanksi pidana. Sanksi pidana 

dalam beberapa tindak pidana tertentu dianggap tidak sesuai dengan tujuan 

pidana itu sendiri. Salah satu contoh sanksi pidana yang menimbulkan 

perdebatan adalah penerapan sanksi pidana penjara bagi pengguna narkotika. 

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, 

khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan 

semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif.
2
 

Narkotika khususnya untuk kepentingan kesehatan dan kedokteran sangatlah 

dibutuhkan pada saat melakukan operasi. Narkotika pada dasarnya sangat 

bermanfaat bagi kepentingan pendidikan, teknologi dan kesehatan akan tetapi 

narkotika akan sangat berbahaya apabila dalam penggunaannya dilakukan 

secara berlebihan dan tidak bertanggungjawab. 

Salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah ketika 

jaringan peredaran gelap narkotika baik nasional maupun internasional 

                                                             
1
 M. Sholehuddin, 2007, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track 

System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1.    
2
 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban 

Kejahatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 100. 
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menggunakan modus operandi baru yaitu dengan melibatkan anak-anak 

sebagai kurir narkoba. Modus ini digunakan oleh para bandar untuk 

mengelabui aparat penegak hukum dan memperlancar distribusi 

narkobasampai ke tangan pengguna.  

Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana yang 

melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak 

pidana narkotika dan psikotropika dalam hal ini merupakan instansi pertama 

dalam sistem peradilan pidana. Aparat penyidik polisi seringkali dianggap 

sebagai tonggak utama penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum 

pidana anak pada khususnya, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan 

dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat  

dilanjutkan ke tahap peradilan selanjutnya.
3
 

Dijelaskan pada Pasal 41 angka 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Penuntutan terhadap anak 

dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa 

Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung”. Jaksa penuntut 

umum merupakan salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan 

Diversi, selain polisi dan hakim. Penuntut umum wajib mengupayakan 

Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari 

penyidik. Jaksa penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari 

penyidik dapat melakukan seleksi apakah akan dilakukan Diversi atau tidak. 

                                                             
3
 Satya Arinanto, 2008, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia, Jakarta, h. 81 
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Anak merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya 

manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, 

yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, 

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan 

seimbang.
4
 Hak asasi anak, jika dikembangkan, dengan memberikan peluang 

yang leluasa kepada anak dan pemuda untuk mengemukakan pendapat 

mereka, sesungguhnya dapat memberikan manfaat yang besar kepada 

generasi yang lebih tua.
5
 

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan 

tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai 

dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak bermaksud untuk 

mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan 

anak.
6
 

Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang 

dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap 

perampasan kemerdekaan, Jika anak-anak di dalam penjara, hak-hak mereka 

yang dijamin undang-undang perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi. 

Selain itu dengan keterbatasan jumlah Rumah Tahanan dan Lembaga 

                                                             
4
 Gatot Supramono, 2007, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, h. 11 

5
 Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, Anak dan Wanita dalam Hukum, LP3ES, Jakarta: h 

xi 
6
 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, 

Jakarta, h. 3 
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Permasyarakatan (Lapas) anak, maka anak-anak sering digabung dengan 

tahanan dewasa.
7
 

Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak 

dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek 

penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif akibat proses peradilan 

pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada 

saat sidang maupun efek negatif setelah persidangan berupa penderitaan fisik 

dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan 

nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu anak menjadi gelisah, 

tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetaran, malu dan 

sebagainya. 

Terjadi efek negatif disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana, 

baik sebelum sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif setelah 

persidangan perkara pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini 

timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yang tidak 

simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak 

menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. 

Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan adanya tata 

ruang pengadilan; berhadapan dengan korban, dan para saksi; berbicara 

dihadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap 

anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan 

                                                             
7
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pemidanaan terhadap anak, maka stigma berkelanjutan, rasa bersalah pada 

diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga. 

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan 

penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut 

bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman 

terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada 

sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga 

kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih 

fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak 

khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa 

dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh 

itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus. 

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan 

hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-

undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut: 

 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak; 

 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 

(Dua Belas) Tahun; 

 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; 

 Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman 

Pelaksanan Diversi. 

 Undang undang RI No. 35 Th 2009 Tentang Narkotika  

 Keputusan Direktur jendral Badan Peradilan umum Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1691 / DJU / SK / PS.00 / 12 /2020 tentag 

Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative 

Justice) tanggal 22 desember 2020. 

 Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan 

Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. 

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian 

perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan 

tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan 

perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, 

penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, 

proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya 
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terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-

Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak 

yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang 

menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan 

hukum adalah anak yang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 

18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi 

korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang 

mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang 

disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum 

berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang 

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau 

dialami. 

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 

tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 

18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang 

anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak). 

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau 

diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing 

kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkanan kepada orang 

tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan 
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pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

yang menangani bidang kesejateraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan 

Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). 

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan 

pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara 

anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni 

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan 

Pekerja Sosial 

 Penyidik adalah Penyidik Anak; 

 Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak; 

 Hakim adalah Hakim Anak; 

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum 

yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, 

pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana; 

Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga 

pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan 

sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui 

pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk 

melaksanakan masalah sosial; 
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Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan 

keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala 

Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang 

ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara 

anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari 

pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan 

kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil 

penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik. 

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib 

meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahtaraan sosial 

setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan 

sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, 

penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib 

diupayakan diversi. 

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 

peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut 

dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

 Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; 

 Dan bukan pengulangan tindak pidana; 

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang 

didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 

(tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana 
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penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, 

alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 

4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak) 

Diversi bertujuan: 

 Mencapai perdamaian anatara korban dan anak; 

 Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; 

 Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan; 

 Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ; 

 Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak; 

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan 

yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing 

kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan 

keadilan restorative justice yang mengadung arti bahwa penyelesain perkara 

tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait 

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan semula. 

Dari hasil kesepakatan diversi: perdamaian dapat berupa: dengan atau 

ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikut sertaan 

dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan 

masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian 

penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan 
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bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam 

hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing 

kemasyakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti 

proses pemeriksaan. 

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau 

pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, 

anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan 

(Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib 

diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan 

atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku; 

Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut: 

 Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh 

jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, 

menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan 

mengulangi tindak pidana; 

 Penahananan dapat dilakukan dengan syarat: 

 Umur anak 14 (empat belas) tahun; 

 Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 

selama 7 tahun atau lebih. 
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Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa 

{dewasa} dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum 

tersebut yakni sebagai berikut: 

 Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh 

Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 

hari dengan perpanjangan 40 hari; 

 Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat 

diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa 

dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari; 

 Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari 

oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat 

diperpanjang selama 60 hari. 

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama 

dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam 

pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana 

yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim 

dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk 

umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam peroses persidangan 

(Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping 

atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua,wali atau 

pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau 

pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan. 
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Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat 

memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal 

anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di 

depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak 

saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman 

elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri 

penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, 

melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference (Pasal 58 Undang-

Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). 

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada 

orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi 

anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam 

sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. 

Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat 

dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau 

dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. 

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 

tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi 

pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di 

rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan 

yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin 
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Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang 

sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan 

macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai 

berikut: 

 Pidana pokok yang terdiri dari  

a. pidana peringatan;  

b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, 

pengawasan);  

c. pelatihan kerja;  

d. pembinaan dalam lembaga dan penjara; 

 Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari 

tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat. 

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum 

diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana 

denda diganti denan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 

tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling 

lama ½ dari maksimun pidana penjara yang diancamkan terhadap orang 

dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum 

khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang 

RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). 
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Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada 

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak 

menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan 

sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). 

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang 

berkonflik hukum mapun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya 

hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali.Terhadap 

anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban 

dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
8
 

Dari beragam penyebab kejahatan tersebut memberi gambaran apabila 

perlu ada perbedaan perlakukan pada anak sebagai individu yang berbeda dari 

orang dewasa dan lebih rentan menjadi korban(anak konflik hukum dianggap 

penulis sebagai korban dari salahnya pengasuhan orang tua atau lingkungan 

yang tidak berfungsi dalam menguatkan mental dan moral anak). Anak yang 

melakukan kejahatan dan mendapatkan hukuman akan mendapatkan halangan 

keduakalinya dalam memperbaiki kehidupannya yaitu pertama, dia 

mendapatkan pola asuh dan lingkungan buruk sehingga ada halangan untuk 

berkembang lebih baik, dan kedua, dia terhalang mempernbaiki diri karena 

karena terpenjara dan terstigma. Sehingga sistem peradilan pidana pada anak 

harus dibedakan dengan orang dewasa apabila memang peradilan menjadi 

                                                             
8 Mahir Sikki Z.A.,Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, http://www.pn-

palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak, diakses 

tanggal 7 Oktober 2020, pukul 11.53 WIB 

http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak
http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak
http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak
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alternatif terakhir penghukunan terhadap anak.  Perbedaan perlakuan dan 

ancaman yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Anak dimaksudkan untuk lebihmelindungi dan mengayomi 

anak, agar dapatmerencanakan masa depannya. Selain itu,pembedaan tersebut 

dimaksudkan untukmemberi kesempatan kepada anak untukmendapatkan 

pembinaan mental, moral,kesiapan sosialisasi sehingga menjadi pribadiyang 

mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PELAKU 

TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 

DALAM KONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM (Studi Kasus Laporan 

Polisi Nomor: 163/A/III/2020/Jabar/Res Crb Kota, tanggal 01 Maret 

2020)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan diversi terhadap pelaku tindak pidana narkotika 

yang dilakukan oleh anak atau dalam kategori anak sebagaimana dalam 

konstruksi penegakan hokum di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon 

Kota ?. 

2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan penerapan diversi terhadap pelaku 

tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak atau dalam kategori 
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anak sebagaimana konstruksi penegakan hokum di Satuan Reserse 

Narkoba Polres Cirebon Kota dan bagaimanakah solusi tersebut ?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah suatu hal yang harus dicapai dalam melakukan 

suatu aktivitas tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan diversi terhadap pelaku 

tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dalam konstruksi 

penegakan hokum di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor apa saja yang menjadi 

hambatan penerapan diversi terhadap pelaku tindak pidana narkotika 

yang dilakukan oleh anak dalam konstruksi penegakan hokum di Satuan 

Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota dan solusinya. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian hukum ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan 

mekanisme proses penyelesaian perkara hukum pidana anak dalam 

penanganan perkara tindak pidana narkotika yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

PidanaAnak;  
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b. Memberikan pemahaman baru mengenai proses penyelesaian perkara 

hukum pidana anak dalam penanganan perkara tindak pidana 

narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan PidanaAnak;  

2. Manfaat Praktis 

Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi aparat 

penegak hukum maupun lembaga swadana masyarakat terkait dengan 

proses penyelesaian perkara hukum pidana anak dalam penanganan 

perkara tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan PidanaAnak. 

 

E. Kerangka Konseptual 

1. Penerapan  

Sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun 

kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 

Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil. 
9 

2. Diversi  

Proses diluar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara tindak 

pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari 

pihak pelaku dengan korban dan keluarganya. Diversi hanya dapat 

dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses 

penahanan terhadap anak dan stigmanisasi atau pelabelan anak sebagai 

                                                             
9
 Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2010, Efektifitas Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, h. 1487 
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penjahat, namun tetap saja anak didorong untuk bertanggung jawab atas 

kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan 

proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara 

musyawarah.
10

 

3. Tindak Pidana  

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan 

melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 

tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan 

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
11

 Mulyatno memberikan 

defenisi tindak pidana dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang 

melanggar larangan tersebut.
12

 

4. Pelaku Tindak Pidana 

Barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana 

sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang 

menurut KUHP.
13

 

                                                             
10

 Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, 

Press, Medan: USU, h. 1 
11

 Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik, 

Alumni, Bandung, h. 6 
12

 Moelijatno, 1993. Asas-Asas Hukum Pidana,Rineka Cipta, Bandung, h. 26 
13

Adami Chajawi, 2002, Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana), Rajawali 

Pers, Jakarta 
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5. Anak  

Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan 

akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase setelah 12 

tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.
14

 

6. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika  

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, Penyalahguna narkotika adalah orang yang 

menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Jadi, 

penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan menggunakan narkotika 

tanpa hak atau melawan hukum. 

7. Narkotika 

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang 

berarti terbius sehingga tidak merasakan apa – apa. Sebagian orang 

berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti 

sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat 

menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.
15

 

8. Penegakan hukum  

Proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas 

                                                             
14

 L. Prasetya. 2008. Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak. Kanisius. Yogyakarta. h. 16 
15

 Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, 

Bandung, h. 35 
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atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara.
16

 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Penegakan Hukum 

Menurut  Friedman,  berhasil  atau  tidaknya  penegakan  hukum  

bergantung pada  substansi  hukum,  struktur  hukum/pranata  hukum,  

dan  budaya  hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk 

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep  hukum  yang  diharapkan  

rakyat  menjadi  kenyataan,  penegakan  hukum merupakan suatu proses 

yang melibatkan banyak hal.
17

 

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu 

bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu 

tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, 

yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.
18

 

Penegakan hukum secara kongkret adalah berlakunya hukum 

positif dalam praktek  sebagaimana  seharusnya  patut  dipatuhi,  oleh  

karena  itu  memberikan keadilan  dalam  suatu  perkara  berarti  

memutuskan  hukum  in  concreto  dalam mempertahankan dan 

menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakancara 

prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. 

                                                             
16

 2 Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana 

dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.. 21 
17

 Dellyana.Shat. 1988.  Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Yogyakarta, h. 32. 
18

 Satjipto Raharjo, 2002, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, 

Sinar Grafika , Yogyakarta, h.190 
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Menurut  Soerjono  Soekanto,  penegakan  hukum  adalah  

kegiatan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam  

kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan 

sikap tindak sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir  untuk  

menciptakan,  memelihara,  danmempertahan  pergaulan  perdamaian  

hidup.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi penegakan  hukum  menurut  

Soerjono  Soekanto  adalah  faktor  hukum,  faktor penegakan  hukum, 

faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor 

kebudayaan.
19

 

Adapun  azas-azas  yang  diterapkan  dalam  pelaksanaan  

diversi  adalah sebagai berikut: 

a. Asas Non-diskriminasi  

Penjelasan  Undang-Undang  SPPA  menyebutkan  asas  

non-diskriminasi adalh  tidak  adanya  perlakuan  berbeda  

didasarkan  pada  suku,  agama,  ras, golongan,  jenis  kelamin,  

etnik,  budaya  dan  bahasa,  status  hukum  anak,  urutan kelahiran 

anak, serta kondisi fisik dan mental.
20

 

b. Asas Kepentingan Terbaik Bagi anak 

Segala  pengambilan  keputusan  harus  selalu  

mempertimbangkan keberlansungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  

anak.  Aspek  demikian,  merupakan hal yang bersifat urgen karena 

anak adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keberlansungan 

                                                             
19

 Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum. 

Cetakan Kelima.: Raja Grafindo Persada, Jakarta h. 42 
20

 Lilik Mulyadi, Op.,cit. h 54 
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hidup manusia dan keberlansungan sebuah generasi, bangsa dan 

negara. Oleh karena itu, kepentingan bagi anak patut dihayati 

sebagai kepentingan terbaik bagi kelansungan hidup umum 

manusia. 

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab 

secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif 

adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti 

karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak 

menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian 

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak 

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang 

ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi 

norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk 

kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan 

konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-

keadaan yang sifatnya subjektif.
21

 

Dalam penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat 

ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit. Dengan 

kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus 

ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada 

akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya 

                                                             
21

 Jarot Widya Muliawan, Tinjauan Kritis Regulasi Dan Implementasi Kebijakan P3MB, 

Pustaka Ifada, Yogyakarta, 2008, h. 17 di kutip dari L.j. Van Apeldon. 2004. Pengantar Ilmu 

Hukum, Cetakan, XXX. Jakarta. Pradnya Paramita, h. 11 
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kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat 1 

Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

Teori Kepastian Hukum merupakan teori yang dikembangkan oleh 

para ahli yang pada tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya 

hukum yang bersifat umum, sehingga adanya kepastian hukum ini 

secara tidak langsung menyatakan bahwa aturan hukum tersebut 

bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian dalam kehidupan 

bermasyarakat, bukan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Hal 

ini didukung oleh beberapa pandangan yang menyatakan bahwa 

kepastian hukum tidak dapat berjalan secara bersamaan dengan 

keadilan dan kemanfaatan. 

Teori ini yang di ada diartikan menurut salah satu pakar yaitu 

Gustav Radbruch yang berwarga negara Jerman, menjelaskan bahwa 

salah satu jaminan bagi warga untuk timbulnya sebuah keadilan dalam 

hal yang bersangkutan dengan hukum. membuat tidak adanya 

perbedaan didalam mata hukum sehingga membuat penegak hukum taat 

dengan aturan yang telah di buat.
22

 

Hukum tersebut menjadi salah satu ajaran yang digunakan oleh 

penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Untuk 

timbulnya keapstian tersebut aparat hukum harus juga melihat aturan- 

                                                             
22

 Moh. Mahfud MD, “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, 

(disampaikan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”, 8 Januari 2009) 
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aturan yang telah di buat sehingga tidak menyampingkan aturan 

normative tersebut. 

Kepastian hukum menurut Utrecht dapat memiliki definisi ganda. 

Pertama, kepastian hukum merupakan adanya aturan yang bersifat 

umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang 

diperbolehkan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, 

kepastian hukum merupakan bentuk keamanan hukum bagi individu 

dari kesewenangan pemerintah. 

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebagai 

berikut: 

“Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa aturan-aturan 

hukum yang telah dibentuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya 

dengan memperhatikan hak asasi manusia (dalam hal ini setiap 

orang atau badan hukum yang menjadi subjek hukum dalam aturan 

hukum tersebut mendapat jaminan bahwa haknya akan terpenuhi 

serta kewajibannya akan dilaksanakan pula). Selain itu apabila 

terdapat permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan, maka 

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut dapat 

dilaksanakan sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan 

oleh Majelis Hakim.” 

Kepastian hukum memiliki kaitan yang sinkron dengan keadilan. 

Akan tetapi meskipun berada dalam satu frekuensi yang sama, tidak 

dapat pula diartikan bahwa hukum identik dengan keadilan. Hal ini 

dikarenakan sifat dari hukum memiliki sifat yang umum sehingga 

mengikat bagi semua orang tanpa ada diskriminasi. Prinsip hukum yang 

umum dan tidak mendiskriminasi inilah yang diperlukan dalam 
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menjamin kepastian hukum dalam hal investasi atau penanaman 

modal.
23

 

Kepastian hukum menandakan bahwa penerapan hukum positif 

telah dijalankan secara tepat. Selain itu subjek, objek, dan ancaman 

hukuman yang akan dijatuhkan sudah sesuai. Beberapa ahli menyatakan 

bahwa kepastian hukum tidak mutlak ada setiap saat karena harus 

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu permasalahan hukum 

yang timbul dengan mempertimbangkan asas-asas lain seperti 

kemanfaatan dan keadilan. 

Seorang yang menginginkan untuk menanamkan modalnya atau 

pun investor butuh adanya kepastian hukum untuk salah satu pegangan 

bagi mereka sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan mereka. Hal 

tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan 

dari kegiatan penanaman modal tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk 

meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penanaman 

modal tersebut. 

3. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam 

Menurut Harun berkenaan dengan kehendak Tuhan, kaum 

mu‟tazilah berkeyakinan bahwa Tuhan yang telah memberikan 

kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak 

dan perbuatannya. Oleh karena itu Tuhan bagi mereka tidak lagi 

                                                             
23

 Amgasussari Anugrahni Sangalang, Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian 

Hukum, Perlindungan Hukum, Dan Keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 

2005 Dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, (Yogyakarta: Tesis Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta, 2012). 
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bersifat absolut kehendak-Nya.
24

 menurutnya Tuhan telah menciptakan 

akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan 

buruk secara obyektif. 

Mu‟tazilah percaya pada kekuasaan akal dan kemerdekaan serta 

kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk melihat wujud ini dari 

sudut rasio dan kepentingan manusia. mereka selanjutnya berpendapat 

bahwa manusia yang berakal sempurna kalau berbuat sesuatu pasti 

mempunyai tujuan, baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan 

orang lain, Tuhan juga mempunyai tujuan perbuatannya, tetapi karena 

Tuhan Maha Suci dari sifat berbuat untuk kepentingan diri sendiri, 

perbuatan Tuhan adalah kepentingan maujud selain Tuhan. 

Asy‟ariyah berpendapat bahwa Tuhan menghendaki apa yang ada 

dan tidak menghendaki apa yang tidak ada. Dengan kata lain apa yang 

ada artinya dikehendaki dan apa yang tidak ada artinya tidak 

dikehendaki, maka berarti Tuhan menghendakinya. Tuhan 

menghendaki kekafiran bagi manusia yang sesat dan menghendaki iman 

bagi orang yang mendapat petunjuk. 

Tuhan dalam faham Asy‟ariyah dapat berbuat apa saja yang 

dikehendakinya, sesungguhnya hal itu menurut pandangan manusia 

adalah tidak adil. Asy‟ari berpendapat bahwa Tuhan tidaklah berbuat 

salah, jika memasukan seluruh manusia ke dalam neraka. Perbuatan 
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salah dan tidak adil adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan 

karena itu Tuhan tidak pernah bertentangan dengan hukum.
25

 

Faham Asy‟ariyah tentang keadilan Tuhan merupakan keadilan raja 

yang absolut. Ketidakadilan dapat terjadi pada saat seseorang 

melanggar hak orang lain, tetapi tidak pada Tuhan. Tuhan tidak bisa 

dikatakan tidak adil, walaupun manusia mengangap hal tersebut tidak 

adil. apabila ini tetap dilakukan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan 

tidaklah berbuat salah dan Tuhan masih adil. Dengan demikian faham 

Asy‟ariyah yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu adalah 

keadilan. 

Mengenai kewajiban Tuhan memenuhi janji dan ancaman-Nya, 

AlBazdawi menerangkan bahwa Tuhan wajib menepati janji untuk 

member upah kepada yang berbuat baik. akan tetapi bisa saja Tuhan 

membatalkan ancaman untuk member hukuman kepada orang yang 

berbuat jahat. Nasib orang yang berbuat jahat ditentukan oleh kehendak 

mutlak Tuhan.
26

 

Mengenai perbuatan manusia Maturidiyah Bukhara berpendapat 

bahwa manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan, 

hanyalah Tuhan  yang dapat mencipta dan manusia hanya dapat 

melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya. 

Dengan demikian Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa 

keadilan Tuhan haruslah dipahami dalam konteks kekuasaan dan 
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kehendak mutlak Tuhan. Al-Bazdawi mengatakan bahwa Tuhan tidak 

mempunyai tujuan dan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai 

unsur pendorong untuk menciptakan kosmos, Tuhan berbuat 

sekehendak-Nya sendiri. Ini berarti bahwa alam tidak diciptakan Tuhan 

untuk kepentingan manusia atau dengan kata lain, konsep keadilan 

Tuhan bukan diletakkan untuk kepentingan manusia, tetapi pada Tuhan 

sebagai pemilik mutlak. 

Menurut Satria Effendi M. Zein, Maqasid Syariah adalah tujuan 

Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan 

itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-quran dan hadist sebagai alasan 

logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan 

manusia.
27

 

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk 

mewujudkan hamba dunia akhirat. menurutnya, seluruh hukum itu 

mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar 

dari empat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak 

dinamakan Hukum Islam.
28

 

Salah satu hal yang mendasari pemikiran maqasid syariah sebagai 

instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah tujuan ditetapkannya 

hukum Islam. Maqasid Syariah penting untuk dipahami karena 

dengannya wawasan kita tentang Hukum Islam menjadi komprehensif. 

Seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam 
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Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan 

perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Maqasid syariah adalah 

tujuan yang menjadi target nash dan hukum-hukum partikular untuk 

direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan 

dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.
29

 

Al-Syatibi menyebutkan tiga syarat yang diperlukan untuk 

memahami maqasid syariah. Ketiga syarat itu adalah a) Memiliki 

pengetahuan tentang bahasa arab lafaz‟am, lafaz khas, musytarak, 

haqiqat, majaz, dilalah lafaz dan nasakh. b) Memiliki pengetahuan 

tentang sunnah. c) Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. 

Untuk mewujudkan dan memelihara maqasid syariah, Al Syatibi 

membagi ke tiga tingkat yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyyat. 

Pengelompokkan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. 

Urutan level ini secara hirarkis akan terlihat kepentingan dan 

signifikansinya, masing-masing level tersebut satu sama lain saling 

bertentangan. Dalam konteks ini level dharuriyat menempati peringkat 

pertama disusul hajiyyat dan tahsinayyat. Dhahuriyyat adalah 

memelihara kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia 

manusia. Contoh: dalam memelihara agama, aspek dhahuriyyat 

mendirikan shalat. Hajiyyat tidak mengancam hanya saja menimbulkan 

kesulitan bagi manusia. Contoh: dalam memelihara agama, aspek 

hajiyyat keharusan menghadap ke kiblat. Tahsinayyat adalah kebutuhan 
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yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan 

dihadapan Allah SWT. Contoh : dalam memelihara agama, aspek 

tahsinayyat menutup aurat.
30

 

Ketiga yang disebutkan di atas pada hakikatnya untuk menjaga 

kelima maqasid syariah (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Al-

Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat 

Alquran dan hadist, bahwa hukumhukum disyariatkan Allah untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di 

akhirat.
31

 

Pembahasan maqasid syariah dilakukan Al-Syatibi secara khusus, 

sistematis dan jelas. Secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama 

Allah menetapkan hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahatan 

hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh Karena itu, 

hukum harus mengarah pada dan merealisasikannya terwujudnya 

kemaslahatan. doktrin maqasid syariah adalah satu, yaitu maslahah atau 

kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di 

akhirat. oleh karena itu, al-Syatibi meletakan posisi maslahat sebagai 

„illat hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam. 

Dalam menempatkan illat sebagai maslahah An-Nabhani berbeda 

dengan Al-Syatibi, An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati 

menekankan berulangulang, bahwa maslahat itu bukanlah illat atau 
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motif (al-ba‟its) penetapan syariah, melainkan hikmah, hasil (natijah), 

tujuan (ghayah) atau akibat („aqibah) dari penerapan syariah.
32

 

Menurut An-Nabhani mengatakan hikmah bukanlah „illat karena 

nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (shigat) 

tidaklah menunjukan adanya „illat, namun hanya menunjukkan adanya 

sifat rahmat (maslahat) sebagai hasil penerapan syariah. Misalnya 

firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Isra (17) Ayat 82 dan Al-

Anbiya Ayat 107 yang berbunyi,”Dan tiadalah Kami mengutus kamu, 

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. Menurut An-

Nabhani, ayat ini tidak mengandung shigat ta‟lil (bentuk kata yang 

menunjukkan „illat), misalnya dengan adanya lam ta‟lil. Jadi, maksud 

ayat ini, bahwa hasil (al-natijah) diutusnya Muhammad Saw adalah 

akan menjadi rahmat bagi umat manusia. artinya, adanya rahmat 

(maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syari‟at bukan „illat dari 

penetapan syari‟at. 

 

G. Metode Penelitian 

Guna memperoleh data-data yang sesungguhnya, di dalam penelitian ini 

harus mempergunakan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan 

diteliti. Didalam penelitian ini penulis mempergunakan metode-metode 

sebagai berikut: 
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1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode yang bersifat yuridis sosiologis (Sociological Research) yang 

menekankan pada praktik di lapangan yang berkaitan dengan aspek 

hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek 

penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku 

kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang terdapat 

dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum 

beroperasi dalam masyarakat.
33

 Yang berkaitan dengan penerapan diversi 

terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dalam 

konstruksi penegakan hukum. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih deskriptif yaitu memberikan 

data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala 

lainnya.
34

 Dalam penelitian ini penulisakan mendiskripsikan mengenai 

penerapan diversi terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang 

dilakukan oleh anak dalam konstruksi penegakan hukum. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer 

atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh 
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secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni di Satuan 

Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan 

sebagainya.
35

  Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

meliputi:  

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

b) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  

c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; 

d) Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. 

e) Undang-Undang    Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  2012 

tentang Sistem Peradilan pidana anak. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah dan 

literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitianmekanisme 

proses penyelesaian perkara hukum pidana anak dalam 

penanganan perkara tindak pidana narkotika yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 
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3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk 

maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan 

sekunder
36

, seperti  kamus,  ensiklopedi  hukum  dan  sarana-

sarana pendukung lainnya 

4. Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dari penelitian ini, akan dikumpulkan 

melalui 2 teknik pengumpulan data yaitu: 

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan yang akan dilakukan dengan cara mencari, 

menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan,  

doktrin-doktrin, data-data sekunder yang lain berkaitan dengan 

penerapan diversi terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang 

dilakukan oleh anak dalam konstruksi penegakan hukum. 

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara datang langsung ke lapangan.
37

  Teknik yang digunakan penulis 

yaitu dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu metode 

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab, yang dilakukan secara 

sistematis didasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan 

pihak yang berkepentingan, seperti penyidik di Satuan Reserse 

Narkoba Polres Cirebon Kota Atas nama IPDA RUDIANA, S.H yang 
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menjabat sebagai KANIT IDIK I Satuan Reserse Narkoba Polres 

Cirebon Kota. 

5. Analisis Data 

Analisis data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan 

kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang 

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan 

implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah 

bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan 

data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari 

keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersbut 

selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan penerapan diversi terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika yang dilakukan oleh anak dalam konstruksi penegakan hukum. 

 

H. Sistematika Penelitian 

Penelitian yang penulis susun ini terbagi dalam 4 bab, di mana antara bab 

yang satu dengan yang lain saling berhubungan, adapun sistematika sebagai 

berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah,Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitan, Manfaat Penelitian, Kerangka 

Konseptual,Kerangka Teori, Metode Penelitian dan 

Sistematika Penulisan . 
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BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum 

tentangPenerapan, Diversi, Pelaku Tindak Pidana, Tindak 

Pidana, Narkotika, Anak, Penegakan hukum dan Tindak 

Pidana Penyalahgunaan Narkotika menurut Perspektif Islam 

BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah 

yaitu tentangpenerapan diversi terhadap pelaku tindak 

pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dalam 

konstruksi penegakan hukumdi Satuan Reserse Narkoba 

Polres Cirebon Kota dan Faktor yang menjadi hambatan 

penerapan diversi terhadap pelaku tindak pidana narkotika 

yang dilakukan oleh anak dalam konstruksi penegakan 

hukumdi Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota dan 

solusinya. 

BAB IV     PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan 

hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang 

dilakukan oleh penulis. 

 

 


